
Perencanaan,
Pengembangan, Dan

Pengelolaan Sumber Daya
Manusia, Tata Usaha, Rumah
Tangga, Dan Perlengkapan,

Advokasi Hukum Serta
Pengelolaan Resiko Dan
Kepatuhan Organisasi

Setelah melakukan
observasi, data-data yang
didapatkan selama
eksperimen dikumpulkan
dan dilakukan analisis.

Dari analisis yang telah
dilakukan, kamu pada akhirnya
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dengan hipotesismu.
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       Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas Berkat dan
Rahmatnya, maka Standar Operasional Prosedur (SOP) Badan Pelaksana Otorita Labuan
Bajo Flores (BPOLBF) dapat diselesaikan dengan baik. Sehingga upaya untuk
meningkatkan Sistem Birokrasiyang berkualitas, efektif dan efisien bisa mengalami
kemajuan.

     Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF)merupakan satuan kerja
dibawah Kementrian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, yang dibentuk berdasarkan
Peraturan Presiden No.32 Tahun 2018 dengan tugas Melakukan Koordinasi, Sinkronisasi
dan Fasilitasi terhadap perencanaan, pengembangan, pembangunan, dan pengendalian
Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores serta Zona Otoritatif (Parapuar) yang ada  di
Labuan Bajo. Salah satu Direktorat yang membantu menjalankan serta mendukung tugas
dan fungsi Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) yaitu Direktorat
Keuangan, Umum dan Komunikasi Publik (KUKP) yang membawahi tiga kedivisian salah
satunya Divisi Umum yang mempunya tugas melakukan perencanaan, pengembangan
dan pengelolaan sumber daya manusia, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan, dan
advokasi hukum serta pengelolaan resiko dan kepatuhan organisasi. Atas dasar itulah
maka disusun Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dasar ini.

      Diterbitkannya Standar Operasional Prosedur (SOP) ini dimaksudkan sebagai dasar
acuan,pedoman dan tata cara kepada semua Pegawai Badan Pelaksana Otorita Labuan
Bajo Flores (BPOLBF) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab serta meningkatkan
kuantitas dan kualitas pelayanan Kepariwisataan.

       Kami ucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusinya
dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini. Kami juga menyadari bahwa
Standar Operasional Prosedur (SOP) ini masih jauh dari sempurrna, oleh karena itu keritik
dan saran dari semua pihak yang bersifat membangun selalu kami harapkan demi
kesempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini. Semoga Standar Operasional
Prosedur (SOP) ini bermanfaat bagi segenap ciwitas Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo
Flores (BPOLBF).
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kata pengantar

PEDOMAN DIVISI UMUM 

Labuan Bajo,       Mei  2024
Plt Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita
Labuan Bajo Flores 

Dr. Fransiskus Xaverius Teguh, MA., CHE
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LATAR 
BELAKANG 
bahwa untuk tata kelola yang baik terkait dengan Tugas dan Fungsi Divisi

Umum, perlu disusun peraturan Direktur Utama tentang, Melakukan

Perencanaan, Pengembangan, Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia,

Tata Usaha, Rumah Tangga dan Perlengkapan, Advokasi Hukum Serta

Pengelolaan Resiko Dan Kepatuhan Organisasi di lingkungan Badan

Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores; 

1
PEDOMAN DIVISI UMUM 

bahwa untuk meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengembangan, Dan

Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha, Rumah Tangga dan

Perlengkapan, Advokasi Hukum Serta Pengelolaan Resiko Dan Kepatuhan

Organisasi di lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores; 

a

b

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a

dan b di atas, perlu menetapkan Peraturan Direktur Utama Badan

Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores tentang Perencanaan,

Pengembangan, Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Tata Usaha,

Rumah Tangga dan Perlengkapan, Advokasi Hukum Serta Pengelolaan

Resiko Dan Kepatuhan Organisasi di lingkungan Badan Pelaksana Otorita

Labuan Bajo Flores; 

c



DASAR
HUKUM

 Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara 

2
PEDOMAN DIVISI UMUM 

1

Undang-undang Nomor 16 tahun 2011 tentang Bantuan Hukum 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan; 

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 Tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
Kementerian Negara / Lembaga
Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012: Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun
2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan;

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2018, Tentang Manajemen Pegawai
Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;

 Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017, Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; 

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009, Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah
Nomor 9 Tahun 2003 tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai
Negeri Sipil; 

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan
Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023, Tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah
dan Pegawai Aparatur Sipil Negara

Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah;

Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola Lawasan Pariwisata
labuan Bajo Flores; 

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi;
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia
Nomor 80 Tahun 2012 Tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Instansi Pemerintah

Peraturan Menteri Pariwisata Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Pedoman Tata
Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif 



Lanjutan
DASAR
HUKUM

3
PEDOMAN DIVISI UMUM 

19

20

21

22

23

24

25

26

Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 2003, Tentang Wewenang Pengangkatan,
Pemindahan dan PembePeraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang
Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran serta Akuntansi dan Pelaporan
Keuangan;rhentian Pegawai Negeri Sipil

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49/PMK.02/2023 tentang Standar
Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;

Peraturan Menteri Nomor 7 Tahun 2018, Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan
Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores;

Peraturan Menteri Keuangan No. 129/PMK.05/2020 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan BLU Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 202/PMK.05/2022 

Peraturan Menteri Keuangan No.99 Tahun 2023 tentang Tarif Layanan Badan Layanan
Umum Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores pada Kementerian Pariwisata dan
Ekonomi Kreatif

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia ( ANRI) Nomor 4 Tahun 2021 Tentang
Pedoman Penerapan SRIKANDI 

Peraturan Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pedoman
Umum Tata Naskah Dinas

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 443/KMK.05/2022 Tentang Penetapan Badan
Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores Pada Kementerian Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif
Sebagai Instansi Pemerintah Yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan
Umum

27
Keputusan Sekretaris Kementerian Pariwisata Nomor 17/UM.801/SESMEN/KEMPAR/2017,
Tentang, Tata Cara Penerimaan, Pembinaan dan Evaluasi Pegawai Tidak Tetap Di
Lingkungan Kementerian;

28
Keputusan Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores, Nomor
SOP/13/UM.04.02/BPO.3/2024Tentang Pedoman dan Tata Tertib Kerja Pegawai Tidak
Tetap, Satuan Pengaman, Pramusaji, Receptionis dan Pengemudi di Lingkungan Badan
Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. 



bab 1 
KETENTUAN UMUM

4

Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores yang selanjutnya disingkat BPOLBF adalah
satuan kerja di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang dibentuk
berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2018 tentang Badan Otorita Pengelola
Kawasan Pariwisata Labuan Bajo Flores.

1.

Direktur Utama BPOLBF yang selanjutnya disingkat Dirut BPOLBF adalah pimpinan
tertinggi di lingkungan BPOLBF

2.

Pelaksana Tugas Direktur Utama yang selanjutnya disingkat Plt. Dirut BPOLBF, adalah
Pimpinan tertinggi di lingkungan BPOLBF yang ditunjuk langsung oleh Menteri Pariwisata
dan Ekonomi Kreatif, berdasarkan Surat Keputusan (SK) Menteri Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif.

3.

PEDOMAN DIVISI UMUM 

Pasal 1

adalah bagian dari kedivisian umum, yang mengelola administrasi kepegawaian di
lingkungan BPOLBF, yang terdiri dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Tidak Tetap
(PTT). Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat
tertentu, untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Tidak Tetap adalah Pegawai yang
bekerja di lembaga pemerintahan berdasarkan kontrak atau perjanjian kerja dengan durasi
waktu tertentu dan dapat diperpanjang lagi sesuai kondisi dan kebutuhan instansi. 

Perencanaan, Pengembangan Dan Pengelolaan Sumber Daya Manusia 

Pasal 2

Tata Usaha adalah bagian dari kedivisian umum yang mempunyai tugas dan tanggung jawab
mengelola ketatausahaan yang berkaitan dengan tata naskah dinas, pengarsipan,
penomoran surat dan pembuatan surat keluar di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita
Labuan Bajo Flores.

Tata Usaha

Pasal 3

Rumah Tangga dan Perlengkapan adalah bagian dari kedivisian umum, yang memiliki tugas
dan tanggung jawab menyiapkan kebutuhan rumah tangga serta bertanggung jawab
mengelola dan menginventarisasi Barang Milik Negara (BMN) di lingkungan Badan Pelaksana
Otorita Labuan Bajo Flores. 

Rumah Tangga 

Pasal 4 

Advokasi Hukum serta Pengelolaan Resiko Kepatuhan Organisasi adalah bagian dari
kedivisian umum, yang memiliki tugas dan tanggung jawab melakukan pendampingan
hukum, dan mereview peraturan serta melakukan mitigasi setiap persoalan yang terjadi di
lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo.

Advokasi Hukum Serta Pengelolaan Resiko Dan Kepatuhan Organisasi 

Pasal 5 
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Perencanaan, Pengembangan Dan Pengelolaan
Sumber Daya Manusia (SDM)

Tata usaha;

Rumah tangga dan perlengkapan3

Advokasi Hukum Serta Pengelolaan Resiko Dan Kepatuhan Organisasi. 

Tata Usaha

Rumah Tangga dan Perlengkapan

Advokasi Hukum Serta Pengelolaan Resiko Dan
Kepatuhan Organisasi. 

BAB II
ruang
lingkup

PEDOMAN DIVISI UMUM 

Pasal 6

1

2

4
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BAB III maksud
dan tujuan

Peraturan ini dibuat dengan maksud sebagai alur dan atau proses terkait
aturan, Perencanaan, Pengembangan dan pengelolaan sumber daya
manusia (SDM)
Pedoman bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan Perencanaan,
Pengembangan, dan pengelolaan sumber daya manusia (SDM); 

Sebagai alat ukur terwujudnya Perencanaan, Pengembangan, dan
pengelolaan sumber daya manusia (SDM) yang baik di Lingkungan
Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. 

PEDOMAN DIVISI UMUM 

Pasal 7 Perencanaan, Pengembangan dan pengelolaan

sumber daya manusia (SDM)

1

2

3

Pasal 8 Tata usaha 

Peraturan ini dibuat dengan maksud sebagai alur dan atau proses
terkait aturan, tata usaha
Pedoman bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan tata usaha

Sebagai alat ukur terwujudnya ketata usahaan yang baik di Lingkungan Badan
Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores.

1

2

3

Pasal 9 Rumah tangga dan perlengkapan

Peraturan ini dibuat dengan maksud sebagai alur dan atau proses
terkait aturan, rumah tangga dan perlengkapan; 

Pedoman bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan rumah tangga dan
perlengkapan
Sebagai alat ukur terwujudnya rumah tangga dan perlengkapan yang
baik di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores. 

1

2

3

Pasal 10 Advokasi Hukum Serta Pengelolaan Resiko Dan Kepatuhan Organisasi 

Peraturan ini dibuat dengan maksud sebagai alur dan atau proses terkait aturan,
advokasi hukum serta pengelolaan resiko dan kepatuhan organisasi;

Pedoman bagi seluruh pihak yang berhubungan dengan Advokasi Hukum Serta
Pengelolaan Resiko Dan Kepatuhan Organisasi
Sebagai alat ukur terwujudnya Advokasi Hukum Serta Pengelolaan Resiko Dan
Kepatuhan Organisasi yang baik di Lingkungan Badan Pelaksana Otorita Labuan
Bajo Flores. 

1

2

3



BAB IV 
KEWAJIBAN, SANKSI DAN

PENGAWASAN

7

Pasal 11
Kewajiban

Semua Pegawai di Lingkungan Badan
Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores,

wajib menaati peraturan Direktur
Utama yang tertuang dalam lampiran

Peraturan ini.

Pasal 12 Sanksi 
Apabila pegawai di Lingkungan Badan
Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores,

melanggar aturan dan ketentuan
yang terlampir dalam aturan ini,

maka yang bersangkutan diberikan
sanksi sesuai dengan peraturan yang

berlaku. 

PEDOMAN DIVISI UMUM 



BAB V 
KETENTUAN LAIN-LAIN 
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PEDOMAN DIVISI UMUM 

Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait
perencanaan, pengembangan, dan pengelolaan sumber daya

manusia, tata usaha, rumah tangga, dan perlengkapan, advokasi
hukum serta pengelolaan resiko dan kepatuhan organisasi,

sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dari peraturan ini.

Pasal 13

BAB VI 
PENUTUP

Peraturan Direktur Utama ini berlaku sejak tanggal
ditetapkan, agar seluruh pegawai mematuhi sesuai dengan
lampiran Peraturan Dirut ini

Apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari maka akan
dirubah sebagaimana mestinya. 

Pasal 14

Pasal 15
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